Ada saatnya ketika VOC mengira bahwa pertambangan kayu model tebang tanpa henti akan dapat terus menyuplai
kebutuhan kayu mereka; seberapapun yang mereka perlukan. Sampai akhirnya VOC bubar dan pemerintah Belanda
menyatakan perlunya pembenahan hutan jati di Jawa dengan metode yang lebih ‘berpikir panjang’. Tentunya, ada pula
masanya ketika sistem pengelolaan hutan abad ke 19 itu dianggap sebagai sistem yang sempurna dan tak memerlukan

sekitar hutan.

perubahan. Sampai akhirnya sistem tersebut takluk pada illegal logging akibat gejala sosial dan eskalasi konflik di

Ada yang terlupa atau sengaja dilupakan dalam pengelolaan hutan selama ini. Gawatnya, bagian yang dilupakan itu
ternyata adalah komponen yang paling penting dan kuat. Masyarakat sekitar hutan. Pada merekalah, sebenarnya,
harapan akan kelestarian hutan itu bisa ditumpukan.

Tentunya kalau pengelola hutan Jawa mau belajar dari sejarah. 1lmu yang tak henti-hentinya mengajarkan kita bahwa
hidup itu adalah perang melawan waktu dan lupa.
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ila kita mengamati maraknya
B pemberitaan media tentang illegal
logging di Papua, mata kita
banyak diarahkan ke Kabupaten Sorong,
tepatnya di kawasan Kepulauan Raja
Ampat. Sorotan media tersebut telah
memberikan informasi tentang kegiatan-
kegiatan illegal logging secara jelas. Sebut
saja Teluk Kabui dan sekitar Urbinasopen,
Yensner, dan beberapa tempat lain di
Kecamatan Waigeo selatan dan juga
seperti yang terjadi di sekitar Kaliam dan
Kalwal di Kecamatan Salawati.

Kabupaten Sorong semakin tersorot
karena beberapa kasus yang terjadi di
kawasan Kepulauan Raja Ampat ini telah
dimejahijaukan tetapi perkara hukum itu
pun masih kontroversial dan tak pernah
tuntas. Hal ini terbukti dari beberapa
kasus penebangan kayu ilegal di Yensner
dan Urbinasopen yang melibatkan dua
perusahaan yakni PT. Dwi Multi Traco
dan PT. Cahaya Mukti Rahardjo yang
mengambil kayu dari hutan adat milik
masyarakat asli Waigeodimana salah satu
perusahaan yang menjadi kontraktor
untuk menebang dan yang lainnya untuk
mengangkut. Salah satu alasan hukum
yang kuat adalah bahwa ijin yang dimiliki
oleh Kopermas Waigeo Papua telah habis
masa berlakunya sehingga kayu-kayu
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yang diambil dari kawasan ini adalah
ilegal.

Terlepas dari legal tidaknya kayu-kayu
yang dipermasalahkan, seharusnya ada
kilas balik bahwa di Kepulauan Raja
Ampat ada penduduk asli yang mendiami
bumi Kalanafat ini. Ada kilas baik sejarah
yang sangat panjang yang dapat
dituturkan menembus zaman batu, zaman
pra sejarah hingga di abad millenium saat
ini. Beberapa kasus yang mencuat ke
permukaan bahwa ada pemilik ijin
Kopermas yang mengatasnamakan
masyarakat asli untuk menebang kayu
dengan meminta tanda tangan dari pemilik
adat. Ternyata dengan tandatangan itu
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(masyarakat yang tandatangan surat
sendiri tidak mengetahui maksud dari
surat tersebut) telah terjadi penebangan
dan pengangkutan kayu dari hutan adat
masyarakat di Waigeo Selatan.

Salah seorang ibu dari Kecamatan Waigeo
Selatan (LM) yang mengaku sebagai
pemilik tanah adat yang berbatasan dari
daerah Yembekaki sampai ke dalam
wilayah Teluk Mainyalibit — Kecamatan
Waigeo Selatan, mengeluhkan kondisi ini
dan mengatakan bahwa bila kayu yang
dijual itu legal sebaiknya hasilnya dibagi
dua. “Kan seharusnya anak-anak atau
saudara-saudara yang mengambil kayu itu
sadar bahwa ada pemilik adat di wilayah
itu. Anak-anak atau saudara-saudara yang
sedang mengusahakan kayu ini kan sudah
lama tinggal di daerah Raja Ampat dan
sudah menyatu dengan masyarakat asli
sehingga kalau ada hal yang seperti ini
(hasil kayu) sebaiknya dibagi secara adil
dengan orang-orang asli atau marga-
marga asli pemilik hak adat atas hutan dan
laut. Tetapi apa yang masyarakat asli
dapat? kami hanya diminta tanda tangan
satu surat yang katanya untuk
menyakinkan siapa pemilik tanah adat
kemudian kami dijanjikan untuk memberi
sejumlah besar uang ternyata hingga kapal
yang mengakut kayu itu keluar, kami tidak
mendapatkan apa-apa. Pernah satu kali
kami diberikan uang sekitar Rp 100.000,-
. Cuma itu saja.”
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